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Lengkap (PTSL)

Abstrak:

Latar belakang: PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Dalam
pelaksanaan Pendaftaran Tanah pemerintah mengalamin hambatan dimana
engganya masyarakat melakukan pendaftaran tanah karena beratnya
membayar biaya PPh Final PHTB dan BPHPTB, melalui PTSL
masyarakat diberikan kemudahan dimana penerima sertifikat hak atas
tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya
tunggakan pembayaran PPh tetap dapat diterbitkan sertifikat hak atas
tanah.

Metode penelitian: Penelitian ini mengunakan metode yuridis-normatif.
Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yaitu inventaris perturan-peraturan yang
berkaitan dengan Pendaftaran Tanah, PTSL, PPh Final PHTB, BPHTB,
dan peraturan Menteri terkait untuk hasil penelitian yang lebih mendalam.
Hasil penelitian: ESENSI keadilan dalam hal pemungutan PPH Final
PHTB dan BPHTB dalam rangka PTSL berdasarkan asas Equity, asas
Certainly, maupun asas Daya Pikul tidaklah terpenuhi. Dimana pemohon
melalui program PTSL dimungkinkan untuk menerima sertipikat atas
lahan vyang diajukannya tanpa melaksanakan kewajibanya untuk
membayar PPH Final PHTB dan BPHTB terlebih dahulu, sedangkan
pemohon yang melakukan pendaftaran tanah yang tidak bisa melalui
program PTSL tetap harus memenuhi kewajibanya dalam membayar PPH
Final PHTB dan BPHTB sebagaiamana ketentuanya, dan wajib pajak
yang sama-sama melakukan pendaftaran tanah melalui PTSL walau
kemampuan membayarnya berbeda memperoleh perlakuan pemungutan
pajak yang sama

Kesimpulan: yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa yang
menjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kewenagan
PPH Final PHTB merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, dan
kewenangan BPHTB merupakan kewenagan pemerintah kabupaten/kota.
Esensi keadilan dalam hal pemungutan PPH Final PHTB dan BPHTB
dalam rangka PTSL berdasarkan asas Daya Pikul tidaklah terpenuhi
dimana wajib pajak yang sama-sama melakukan pendaftaran tanah
melalui PTSL walau kemampuan membayarnya berbeda memperoleh
perlakuan pemungutan pajak yang sama.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PPh Final PHTB,
BPHTB
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Pendahuluan

Dalam hal kehidupan manusia yang selalu mempergunakan tanah untuk kepentingan
keberlangsungan hidupnya sebagai kebutuhan untuk mencari nafkah dan bertempat tinggal diatas tanah
tersebut, sehingga penting untuk membahas tentang masalah tanah baik dari segi kepastian hukum dan
pendaftaran tanah. Mengenai prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), maka dalam hal ini
penulis akan menjelaskan beberapa aturan dan defenisi serta proses penghitungan Pajak Penghasilan Final
Pengalihan Hak atas Tahan dan Bangunan (PPH Final PHTB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang akan dijelaskan selanjutnya dalam tulisan ini.

Ketentuan tiap jenis hak tanah diatur dengan hukum yang berlainan, dengan berdasarkan hal itu
perlu setiap orang yang akan mempunyai hak atas tanah, harus mengetahui secara detail, agar tidak
terjerumus dalam hal kepemilikan tanah. Bagi orang yang belum tahu tentang jenis hak tanah, dan cara
memperolehnya perlu mencari tahu kepada pihak lain yang dianggap tahu atau kepada aparatur
pemerintah.!

Dinamika masalah pertanahan memiliki muatan kerumitan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh
realitas yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan tanah senantiasa meningkat seiring dengan
laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Disisi lain secara kuantitas jumlah tanah tidak
bertambah luas (relatif tetap). Oleh karena itu permasalahan dibidang pertanahan dituntut agar dapat
mengelola tanah yang tersedia secara optimal, sehingga secara profesional masing-masing kepentingan
dapat d;akomodir secara proposional sebagai pencerminan dari cita-cita pembangunan nasional di segala
bidang.

Dalam hal peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan maka akan dikenakan Pajak Negara/Pusat
yaitu PPh Final PHTB, dan dikenakan juga Pajak Daerah yaitu BPHTB.’

Pengenaan PPh Final PHTB diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang saat ini
telah diubah melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau
Bangunan, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan
Dan Pengecualian Pengenaan Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan
Atau Bangunan Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.*

Kewenangan Pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas
hukum dan pemanfaatan tanah, didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)® sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dimana dasar hukum pembentukannya
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang tercantum
dalam Pasal 33 Ayat 3 yang menentukan bahwa Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya
dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan

"Mudakir Iskandar, Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Bhuana llmu Populer,
Jakarta, 2019, h. 1.

’Elya Deswita, Analisis Yuridis Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan
Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Medan, Program Magister Kenotariatan Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019.

*Roosmidar, Pengenaan Pajak Penghasilan Final Berlapis Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau
Bangurlan Bagi Pemohon Hak Baru Di Deli Serdang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018.

Ibid.
Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, CV Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 1.
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untuk sebesar-besar rakyat. Negara dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan yang tertinggi yang
diberikan kewenangan dan tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.®

Studi Literatur

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah Teori Kepastian
Hukum, Teori Kewenangan Atribusi, dan Teori Keadilan.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan
sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait-mengkait satu sama lain.’
Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang
utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan
perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai
interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut
diterapléan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian
hukum.

Utrecht mengemukakan kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan
yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya
aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan
oleh Negara terhadap individu.’

2. Teori Kewenangan
Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki

kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya
mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang
memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and

the ruled).”

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda
“bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat
penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat
menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan
diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan.
Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal
tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat
menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada
Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan
bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan
hukum.
3. Teori Keadilan

®Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 15-16.

’Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 1.

#sudikno metrokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 122.

% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 35.

YGabriel Januari, Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Kaitkan Dengan Penerapan Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 Tentang BPHTB di Kota Medan, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

" Ibid.
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Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut
yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu
keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.
Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya
ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.*®

Dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tatanan
filsafat hukum terkait dengan tujuan hukum yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Karena
itu, sebelum memaparkan jenis teori keadilan, dianalisis konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan
keadilan. Teori keadilan hukum (Legal justice theory),

Metode Penelitian

Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu
kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pijakan normatif.'* Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.**Kajian normatif memandang hukum
dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.*Titik
pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan
pengadilan.'’Dengan itu dimaksudkan bahwa ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni
selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-
kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.*®

Hasil

Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (procedural justice) dan konsep inilah
yang dilambangkan dengan Dewi Keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin
pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandang orang. Sejalan dengan ini pengertian keadilan
sebagai suatu asas (principle), yaitu suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa
memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan
untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut: adil (justice), bersifat
hukum (legal), sah menurut hukum (lawfull), tak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair),
wajar secara moral (equitable), benar secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata bahwa
pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-
samar atau kecil sekali."

Konsep keadilan adalah teori utama dalam filsafat dan sama pentingnya dengan pengertian hukum
itu sendiri. Keadilan juga merupakan wacana ilmiah yang umum mengenai kehidupan public yang
dipahami setiap orang secara intuitif. Konsep tersebut seperti keberadaan atau kebenara, akan selalu
dipahami orang. Kita dapat memberikan contoh dari ketidakadilan, tetapi Ketika dihadapkan pada

M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, h.
85.

¥ Amiruddin, Metode Penelitian Hukum, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 118.

Ediwarman, op.cit., h. 21

16Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 1.

"Donal Albert op.cit., h. 50.

%] Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,
PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2019, h. 82.

Ylbid.
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pertanyaan langsung yang abstrak mengenai apakah sebenarnya keadilan itu, maka akan sulit untuk
mengetahui dari mana memulainya.”

Suatu hal yang membuat jelas adalah bahwa keadilan, sebagai konsep moral yang mendasar, dapat
didefenisikan dalam konteks yang melibatkan kesadaran, rutinitas dan pengertian moral. Penderitaan yang
disebabkan oleh badai, gempa dan bencana alam tidak dapat dikatakan sebagai suatu ketidakadilan. Hal
yang mungkin dapat dikatakan sebagai ketidakadilan adalah kegagalan untuk melepaskan diri dari
penderitaan tersebut. Keadilan adalah suatu masalah di mana tidak hanya terdapat unsur kesadaran tetapi
juga suatu aktivitas yang mempunyai tujuan. Aktivitas tersebut bisa merupakan keberadaan dari sesuatu
yang alami, seperti aparatur hukum dan kerajaan, atau sesuatu yang supranatural, misalnya kemarahan
atau kebaikan Tuhan, adanya tujuan yang disadari merupakan kondisi yang penting dalam membicarakan
keadilan.

Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide
hukum. Komponen yang lainnya lagi adalah finalitas dan kepastian. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi
dari suatu mata uang. Jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk maka nilai
keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum. Sedangkan hukum merupakan bentuk yang
harus melindungi nilai keadilan dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif
bagi hukum.

Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang
mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak
ukur sistem hukum positif. dengan kata lain, keadilan selalu menjadi pangkal hukum. Tanpa keadilan,
sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum. Sejalan dengan Rawls yang mengatakan betapapun
bagus dan efisiennya suatu hukum, tetapi jika ia tidak adil, maka hukum itu harus diganti.**

Teori keadilan hukum (Legal Justice Theory), intinya menjelaskan tolak ukur dari ide tentang
keadilan. Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam American Jurisprudence, keadilan hukum yang
disebut formal justice, didasarkan pada dua doktrin, yaitu:

1. Due process of law (proses hukum melalui peradilan) dan

2. Equal protection (perlindungan hukum yang setara).

Keadilan hukum tolok ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara
imparsial, dipandang sebagai equality before the law. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum,
penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan
atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Alf Ross sebagai berikut: As we have seen, the idea of justice
resolves itself into demand that decision should be result of application of a general rule. Justice is the
correct application of a law, as opposed to arbitrariness" (Sebagaimana telah kami kemukakan, ide
keadilan memecahkan dengan sendirinya tuntutan bahwa keputusan harus berhasil menerapkan peraturan
hukum umum. Keadilan dipahami merupakan penerapan hukum secara benar, sebagai lawan dari
kesewenang-wenangan).?

Pembahasan

Secara lebih spesifik, untuk penafsiran Undang-Undang pajak, Brotodiharjo menyebutkan bahwa
yang digunakan adalah penafisran umum, analogi, autentik, penafsiran secara ketat dan ajaran peradilan
(yurispudensi). Pentingnya kepastian
hukum agar menyesuaikan dengan dinamika bisnis dan ekonomi yang ada. Agar tercapai kesejahteraan
karena percuma saja dikenakan pajak hamun mengakibat wajib pajak tidak sejahtera. Karena pada intinya

%jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice, Jala
Permata Aksara, Jakarta, 2017, h. 47.
AT
Ibid.
2\bid.
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pajak itu sendiri adalah bertujuan untuk mensejahterakan negara sehingga pemugutannya pun sebaiknya
tidak berdampak buruk bagi bisnis ataupun ekonomi yang ada.”

Salah satu kriteria dalam merancang sistem perpajakan adalah perlu diterapkan prinsip keadilan.
Keadilan pajak (tax equity) berarti bahwa wajib pajak menyumbang fair share (bagian yang wajar) atas
cost of government (biaya pemerintah). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertikal (vertical
equity) dan keadilan horizontal (horizontal equity). Keadilan vertikal sering dijelaskan dengan kalimat
seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar. Sementara itu, keadilan
horizontal dijelaskan dengan kalimat dua orang yang mempunyai penghasilan yang sama sehingga akan
membayar pajak dalam jumlah sama. Keadilan vertikal ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar
pajak) sedangkan keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya.*

Asas keadilan merupakan hal yang penting dalam pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan
oleh santoso brotodihardjo hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya
keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak,
yakni pihak fiscus dan wajib pajak. Sejalan dengan pendapat tersebut, wiratni ahmadi mengatakan: Agar
dapat terpenuhi asas keadilan, maka hukum pajak menempuh suatu pola pemungutan pajak yang
diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya, seluruh individu-individu memiliki hak dan
kewajiban yang sama dalam hukum pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 1 ayat 2
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur
bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun.?

Persepsi  oleh  wajib pajak dalam menilai sistem perpajakan yang  berlaku
akan  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak untuk  bersikap  patuh  sesuai  aturan
maupun bersikap melanggar aturan. Menurut Asas equity (Keadilan) pajak harus adil dan merata,
dikenakan kepadaorang-orang pribadi sebanding dengan kemampuanya untuk mebayar pajak tersebut.
Lalu Asas Certainly (asas Kepastian) menyatakan pajak harus dipungut haruslah memiliki kepastian
hukum mengenai subjeknya, maka undang-undang harus menguraikan secara tegas dan pasti. Kepastian
hukum bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak
(dan pengeculiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur
pemenuhan kewajiban antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan serta pelaksanaan hak-hak
perpajakannya. Selanjutnya Menurut Asas Daya Pikul menyatakan besar kecilnya pajak yang dipungut
harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin
tinggi pajak yang dibebankan. PTSL dalam pasal 33 ayat 1 menyatakan penerima Sertipikat Hak atas
Tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPH
oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah. Hal
ini menciptakan ketidakadilan dalam hal pemgenaan PPH Final PHTB dimana pihak yang melakukan
pendaftaran tanah melaui PTSL diberi kemudahan sedangkan yang tidak melalui PTSL tidak.

2|id.

*Made Dwi Surya Suasa, Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah
No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021.

Sudjana, Penerapan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha
Kecil, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 2 Desember 2020
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Kesimpulan

PPH Final PHTB merupakan pajak yang ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak),
dengan begitu sistem dalam pengenaan PPH Final PHTB berpusat pada keadilan vertikal dimana
seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar. BPHTB merupakan pajak
yang ditinjau dari objeknya, dengan begitu sistem dalam pengenaan BPHTB berpusat pada keadilan
horizontal dimana seseorang yang memperoleh objek yang lebih bernilai akan membayar pajak lebih
besar. Maka esensi keadilan dalam hal pemungutan PPH Final PHTB dan BPHTB dalam rangka PTSL
berdasarkan asas Equity, asas Certainly, maupun asas Daya Pikul tidaklah terpenuhi. Dimana pemohon
melalui program PTSL dimungkinkan untuk menerima sertipikat atas lahan yang diajukannya tanpa
melaksanakan kewajibanya untuk membayar PPH Final PHTB dan BPHTB terlebih dahulu, sedangkan
pemohon yang melakukan pendaftaran tanah yang tidak bisa melalui program PTSL tetap harus
memenuhi kewajibanya dalam membayar PPH Final PHTB dan BPHTB sebagaiamana ketentuanya, dan
wajib pajak yang sama-sama melakukan pendaftaran tanah melalui PTSL walau kemampuan
membayarnya berbeda memperoleh perlakuan pemungutan pajak yang sama.
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